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Abstrak
Perbincangan kewajiban mahram bagi perempuan dalam melaksanakan perjalanan haji sudah
dibicarakan sejak periode ulaff klasik sampai kontemporer. Hal ini karena perjalanan haji
merupakan perjalanan wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Bahkan, bagi seorang
perempuan ibadah haji merupakan sarana jihad bagi mereka. Berbagai pemikiran dikemukakan
oleh ulama untuk mencarikan solusi karena adanya hadis-hadis yang mewajibkan mahram dan
ada pula teks-teks nas lainnya yang secara umum memberikan peluang untuk perempuan
berpergian sendirian. Kajian ‘illat digunakan oleh ulama untuk melihat alasan dilarangnya
perempuan berpergian sendirian, yang dalam kajian mereka menemukan bahwa alasan larangan
itu adalah karena faktor keamanan yang hendak diwujudkan dalam setiap perjalanan yang
ditempuh. Di samping itu, sesuai dengan terma mahram, yang artinya orang-orang yang haram
saling menikah, maka sesama perempuan juga termasuk mahram. Oleh karena itu bagi
perempuan yang tidak mempunyai mahram dalam makna asalnya, maka kepergian mereka
bersama-sama dengan perempuan lainnya sudah dapat merealisasikan tuntutan nas dan diduga
kuat dapat mewujudkan rasa aman yang dituju oleh nas.
Kata kunci: Mahram, ‘illat, keamanan

Abstract
Discussion of the obligations of mahram for women in carrying out the pilgrimage has been
discussed since the period of classical scholars to modern age. This is because the pilgrimage is a
mandatory journey, both for men and women. In fact, for a woman the pilgrimage is a means of
Jjihad. Various thoughts put forward by scholars to find a solution because of the hadiths that
require mahram and there are also other nash texts (script of Quran and Hadith) that generally
provide opportunities for women in traveling alone. The 'illat' study was used by scholars to see
the reasons for the prohibition of women traveling alone, which in their study found that the
reason for the ban was due to the security factor to be realized in every journey. In addition, in
accordance with the term mahram, which means people are haram to get married, then fellow
women also include mahram. Therefore, for women who do not have a mahram in their original
meaning, their departure with other women has been able to realize the demands of the nash and
allegedly can realize the sense of security directed by the nash.
Keywords: Mahram, ‘illat, security

Pendahuluan

Mahram merupakan komponen penting yang dibicarakan oleh Nabi SAW ketika
mengatur tentang perjalanan seorang perempuan. Demikianlah yang terbaca dalam berbagai
hadis Nabi yang berkenaan dengan itu. Ketentuan tentang larangan berpergian bagi seorang
perempuan disampaikan Nabi secara eksplisit dan jelas, walaupun pada sebagian hadis
disebutkan dengan jarak-jarak tertentu, tapi pada sebagian lainnya tidak diberikan batasan jarak.
Artinya ketentuan ini merupakan suatu hal yang sudah jelas dan disebutkan berulang-ulang.

Perjalanan seseorang perempuan, dengan keharusan didampingi oleh mahram tidak




hanya dalam perjalanan biasa, tetapi juga dalam perjalanan wajib seperti perjalanan haji. Hal ini
tentu juga berarti bahwa seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan, walaupun
perjalanan haji sekalipun, jika tidak didampingi oleh mahramnya. Tentunya ketentuan ini juga
akan bertolak belakang dengan hadis lainnya yang mengatakan bahwa perjalanan haji merupakan
sarana jihad bagi perempuan. Jika hanya karena persoalan ketiadaan mahram, secara rasional
tidak mungkin untuk membatasi perempuan untuk mendapatkan ladang jihadnya. Namun
demikianlah dalil-dalil yang ada, yang sepertinya bertentangan antara satu dengan lainnya.

Berkenaan dengan mahram dalam perjalanan haji seorang perempuan, para ulama hukum
Islam sebenarnya sudah membicarakan hal ini dengan beragam pendapatnya yang pada
prinsipnya terbagi kepada tiga kelompok. Pertama, ulama yang tetap kokoh mengamalkan hadis
larangan berpergian tanpa mahram secara mutlak, kelompok ini diwakili oleh Imdm Ahmad ibn
Hanbal' dan Imdm Abu Hanifah.> Kedua, ulama yang mengkaji hadis-hadis tersebut berdasarkan
‘illat yang mcndasarinyﬁ:lan memberlakukan hadis sesuai dengan ‘illaf yang ditemukan, dan
kelompok ini diwakili oleh Imidm Malik dan Imém al-Syafi'i.> Sedangkan kelompok ketiga,
ulama yang secara mutlak membolehkan karena berkaitan dengan ketentuan ayat Alquran secara
umum dan sebagai sarana &ad bagi perempuan, kelompok ini diwakili oleh ibn Hazm dari
mazhab Zhahiri.* Bahkan ibn Hazm mengatakan bahwa mahram adalah kewajiban laki-laki
untuk menfasilitasinya, bukan kewajiban perempuan. Jika perempuan tetap pergi haji tanpa
mahram, maka yang berdosa bukan perempuan, tetapi laki-laki yang tidak menyiapkan mahram
untuknya’

Apabila dihubungkan dengan kondisi kekinian yang sudah modern, dengan isu dan
gerakan gender dalam Islam progresif yang kurang menerima perbedaan laki-laki dan perempuan
dalam berbagai aktifitas kehidupan, maka memberlakukan aturan-aturan dalam hadis akan terasa
memberatkan dan terkesan bias gender. Bagi aktifis Islam progresif, salah satu tema yang
diyakini adalah bahwa tema kesetaraan gender sudah ditegaskan Eam Islam.® Aturan yang
demikian tidak menempatkan mereka sebagai makhluk Allah yang mempunyai hak yang sama

dengan laki-laki dalam semua hal,” termasuk ibadah. Untuk itu keberadaan hadis-hadis tersebut
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akan sangat dipertanyakan dan kemungkinan ditolak karena tidak sesuai lagi untuk zaman ini.
Oleh karena itu tulisan ini akan mencoba mencari jalan tengah agar hadis-hadis tersebut tidak
ditinggalkan begitu saja karena adanya penemuan °‘i/lat, dan selanjutnya memastikan bahwa
seorang perempuan tetap harus mengamalkan hadis-hadis tersebut dengan cara berpikir yang
lain.

Di samping mengemukakan kajian-kajian yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh para
ulama, maka tulisan ini juga akan menfokuskan kepada kajian yang berhubungan dengan
kemampuan pengembangan hukum Islam dari sisi ta’lil al-ahkam sekaligus mengukuhkan
perluasan makna lain dari mahram yang telah pernah dikemukakan oleh ulama-ulama
sebelumnya.

Pengertian Mahram

Secara etimologi mahram adalah isim maf'ul dari akar kata harama-
_vahmmu-hamman-mhmnw, artinya yang diharamkan.® Menurut Muhammad Rawas Qal’ahji,
mahram itu adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT.? Oleh karena itu segala
sesuatu yang dilarang secara pasti di dalam Islam adalah haram. Dalam terminologi figh, haram
itu adalah perbuatan yang berpahala bila ditinggalkan dan berdosa bila dikerjakan. Akan tetapi
mahram yang dimaksud di sini bukanlah dalam terminologi di atas, namun mahram dalam
terminologi khusus yang ada hubungannya dengan boleh atau tidaknya seseorang menikah
dengan orang lain serta akibat hukum lainnya.

Menurut terminologi hukum Islam, Hasanain Muhammad al-Ma'luf mengemukakan
babwa mahram adalah orang yang diharamkan (untuk menikah) dengan seseorang perempuan
buat selama-lamanya karena ada hubungan kekerabatan (keturunan), perkawinan atau karena
adanya pertalian sepersusuan.!’ Pengertian yang lain juga dikemukakan oleh Ibn Qudamah,
menurutnya mahram ada dua pengertian, yaitu suami dan seseorang yang diharamkan menikahi
seorang perempuan buat selama-lamanya disebabkan oleh adanya hubungan nasab (keturunan),
atau karena sebab-sebab yang lain. Misalnya bapak, anak laki-laki, saudara yang seketurunan
atau sepersusuan dengannya dan sebagainya.'! Tentang ketidakbolehan menikah untuk
selama-lamanya juga dikemukakan oleh Muhammad Rawas Qal’ahji.'?

Dari definisi mahram yang dikemukakan oleh ulama di atas ada yang perlu

digarisbawahi. Menurut mereka, mahram itu hanyalah yang diharamkan menikah dengannya
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untuk selama-lamanya. Tentu saja dalam hal ini seseorang yang pada waktu tertentu terhalang
menikah dengan seorang perempuan, seperti saudara-saudara suami, tidak termasuk kategori
mahram. Konsekwensinya mereka tidak boleh berdua-duaan (khalwar) dengan istri saudaranya.
Walaupun dalam pergaulan sehari-hari mereka terkesan dekat dari segi hubungan kekeluargaan,
namun dalam hal ini mereka tidak termasuk kategori mahram dalam Islam.

Muhammad Rawas Qal’ahji mendefinisikan bahwa mahram dalam perjalanan itu adalah
seorang laki-laki musl& yang berakal, di mana ia boleh memandang kepada perempuan itu dan
menyintuhnya, yaitu suami dan orang-orang yang haram menikah dengan perempuan itu."’
Dengan demikian mahram dalam pernikahan adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi
buat selama-lamanya. Sedangkan mahram dalam perjalanan adalah orang-orang yang halal
berdua-duaan dengan seorang perempuan, apakah mahramnya disebabkan seketurunan,
sepersusuan atau pernikahan dan juga suaminya.

Di pihak lain, umumnya orang selama ini sering mempersamakan antara mahram dengan
muhrim. Muhrim adalah isim fa'il dari akar kata ahrama-yuhrimu (mengharamkan). Selain dapat
diartikan dengan orang yang sedang melaksanakan ihram, muhrim, sebagaimana pernyataan
Qal’ahji, adalah seseorang yang menyebabkan haramnya seorang perempuan menikah dengan
orang lain dan orang yang menjaganya.'*Dalam kaitannya dengan pembahasan ini maka muhrim
yang dimaksudkan adalah yang berkaitan langsung dengan pembahasan nikah, yaitu suami
karena ia menyebabkan haramnya seorang istri menikah dengan orang lain selama masih dalam
ikatan perkawinan dengannya dan tidak termasuk yang lain-lainnya. Oleh karena itu suatu hal
yang keliru kalau seorang anak saudara atau bapak umpamanya dikatakan muhrim bagi seorang
perempuan karena mereka tidak menyebabkan haramnya perempuan tersebut menikah dengan
orang lain. Dengan demikian istilah muhrim hanya tepat untuk suami. Ketika suami menemani
istrinya dalam melakukan perjalanan, maka posisinya sebagai seorang mahram yang menjaga
dan melindungi istrinya. Sedangkan ketika ia berfungsi sebagai orang yang menyebabkan
terhalangnya istri menikah dengan orang&n, maka ia disebut muhrim.

Berdasarkan pengertian mahram yang telah dikemukakan di atas, maka secara garis besar
mahram itu terbagi kepada tiga macam, yaitu; mahram nasab (keturunan), mahram mushaharah
(sebab perkawinan) dan mahram radha’ah (sebab sepersusuan). Dari tiga bentuk ini dapat pula

diklasifikasikan kepada mahram untuk sementara waktu (muagqat) dan mahram selama-lamanya

¥ Ibid

¥Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Fu' ad Afrin al-Bustiniy. Menurutnya muhrim adalah orang
yang berada dalam pemeliharaanmu dan termasuk juga harem (perempuan budak vang halal digauli) olehmu. Lihat
‘ id Afrin al-Bustiniy, Munjid al-Thulldb, (Beirut: Dir al-Masyriq, 1986), cetakan XV, h. 117; lihatjuga ibn al--
Manzhiir, Lisdn al- ‘Arabi, (Beirut: Dér al-Fikr, 1990), cet. 1, jilid 12, h. 124




(muabbad)."® Mahram nasab dan sepersusuan sudah dapat dipastikan termasuk kategori mahram

muabbad, akan tetapi mahram mushaharah ada yang muabbad dan ada pula yang muagqat .
Kajian * ‘illat Terkait Hadis-hadis Mahram

Di dalam beberapa hadis dinyatakan bahwa Nabi SAW melarang perempuan melakukan
perjalanan (musafir) kecuali didampingi oleh mahramnya. Setidaknya ada beberapa buah hadis
yang memba(an aturan bagaimana seharusnya seorang perempuan melakukan safar
(perjalanan). Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, ada 4 buah hadis tentang hal ini

dengan sanad yang berbeda, di antaranya:'®
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"Dari 1bn Abbas ra. mendengar RasulullahSAW bersabda: "Janganlah seorang laki-laki
berdua-duaan (khalwat) dengan seorang perempuan dan janganlah seofghg perempuan
melakukan safar (perjalanan) kecuali didampingi oleh mahramnya. Lalu seorang laki-laki
berdiri dan bertanya, “Wahai Rasulullah, istriku ingin untuk menunaikan ibadah haji,
sedangkan aku sedang bertugas dalam peperangan, apakah aku harus menemaninya?
Rasulullah menjawab, “Betul, berangkatlah, temanilah istrimu untuk menunaikan ibadah haji".
(HR. Bukhirf).

Hadis di atas diriwayatkan dalam berbagai versi oleh Imdm al-Bukhari, Muslim, Abu
Dawud, dan lain-lain. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurun Najwah, teks-teks hadis
tentang keharusan seorang perempuan didampingi oleh mahramnya dapat dipastikan otentitasnya
berasal dari Nabi SAW.'” Menyikapi hadis di atas, para Imidm mazhab telah memberikan
komentarnya. Imam al-Syafi'l mengatakan bahwa kewajiban didampingi mahram bagi
perempuan musafir ini berlaku terhadap seluruh perjalanan yang tidak diwajibkan, seperti ziarah,
tour dan seba&inya. Apabila dalam melakukan perjalanan ini perempuan tidak didampingi oleh
mahrammya, maka berarti ia telah melakukan suatu perbuatan yang haram, sekalipun dalam hal
ini ditunjuk beberapa orang perempuan terpercaya untuk mendampinginya. Akan tetapi terhadap

perjalanan wajib, seperti ibadah haji, maka boleh saja seorang perempuan didampingi oleh

YKlasifikasi mahram ditinjau dan' ai muabbad dan muaggat ini disimpulkan dari pembahasan ulama tentang
itu, di antaranva lihat Ibn Syihdb al-Din al-Ramli, Nihdyah alhxéj ‘Ald Syarh al-Minhdj. (Beirut: Dir
al-Thyd al-Turdts al-‘Arabiy, 1992), cet. 3, juz 6, h. 271-281. Abi Ishiq Burhin al-Din Ibrihim Muhammad Ibn
*Abdillah Ibn Muharmm Ibn Muflih al-Hanbali, al-Mubdi’ fi Syarh al-Mugni', (Beirut: Maktabah al-Islamiy,
1981), juz 7, h. 56-79; Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Isldmiy wa Adillatuh, (Damaskus: Déar al-Fikr, 1989), cet.3.
juz 7,h. 1378179
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553, dalam kitab berburu; jilid 3, h. 392, dalam kitab shalat di mesjid Medinah dan mesjid ]ﬂk;lh. Hadis-hadis
tentang mahram ini juga diriwayatkan oleh Muslim dengan 17 sanad yang berbeda. Lihat al-Nawawi, Shahih
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beberapa orang perempuan lain sebagai mahramnya.'® Bahkan kalau sudah diduga terwujud
keamanan, maka dibolehkan perempuan pergi sendirian.”

Sementara itu Ahmad ibn Hanbal mengatakan tidak wajib bagi perempuan melakukan
perjalanan (safar) dalam rangka menunaikan ibadah haji tanpa didampingi oleh mahram atau
suaminya. 2’ Perempuan yang masih melaksanakan perjalanan haji tanpa didampingi mahramnya

berarti ia telah melakukan perbuatan yang haram.’!

Dengan demikian mahram merupakan
sesuatu yang sangat urgen bagi perempuan dalam melakukan perjalanan, sehingga bisa saja
sesuatu yang pada dasamya diwajibkan berubah menjadi tidak diwajibkan lagi.

Ulama kontemporer, di antaranya Yusuf al-Qaradhdwi mengatakan bahwa pada
prinsipnya seorang perempuan harus ditemani oleh mahrgm atau suaminya dalam melakukan
perjalanan haji. Dasar kewajiban itu adalah beberapa hadis Nabi SAWéang antara lain
diriwayatkan oleh Abu Hurairah (w. 57 H), ibn 'Abbas (w. 68 H), ibn Umar (w. 74 H), dan Abu
Sa'id al-Khudri (w. 84 H).”> Walaupun teks-teks hadis tersebut berbeda satu sama lain, tetapi
mempunyai makna yang sama, yaitu larangan bagi perempuan melakukan perjalanan sendirian.
Hal ini dimaksudkan untuk menjaga nama baik dan kehormatan perempuan, di samping
melindunginya dari kejahatan orang lain, perampok, dan binatang buas, khususnya bila
perempuan tersebut melewati lingkungan yang membahayakan seperti padang pasir atau situasi
daerah yang sepi dan tidak aman.>

Dalam salah satu pernyataannya Y (isuf al-Qaradhdwi menuliskan:
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"Melakukan perjalanan pada hari ini tidak sama dengan masa sebelumnya yang penuh dengan
bahaya karena harus melewati padang pasir, dihadang perampok, dan sebagainya. Bahkan
berpergian saat ini sudah menggunakan alat-alat transportasi yang memuat banyak orang,
seperti kapal laut, pesawat, dan bus umum ukuran besar dan kecil vang melewati beberapa
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tempat. Hal ini menimbulkan rasa percaya diri dan menghilangkan kekhawatiran (ketakutan)
bagi kaum perempuan, karena pada saat itu ia tidak sendirian di suatu tempat. Oleh karena itu
tidak ada halangan bagi seorang perempuan pergi menunaikan haji dengan suasana yang
tenang dan aman ini".

Dengan demikian dapat dipahami bahwa menurut Yisuf al-Qaradhiawi, perjalanan haji
yang dilakukan oleh perempuan pada hari ini sudah aman, berbeda dengan perjalanan haji
sebelumnya yang penuh dengan bahaya. Hal ini karena bepergian sekarang sudah
mempergunakan alat-alat trﬁportasi yang sudah memiliki safety (keamanan) yang tidak ada
pada masa scbelumnya, dan biasanya memuat banyak orang, seperti kapal laut, pesawat terbang,
dan bus umum yang tidak perlu dikhawatirkan lagi dari sisi keamanannya. Oleh karena itu
perjalanan haji yang dilakukan oleh seorang perempuan sendirian untuk kondisi sekarang
dibolehkan tanpa didampingi oleh mahramnya.

Pembahasan tentang suatu ketetapan hukum, dalam hal ini adalah mahram bagi
perempuan jamaah haji perempuan, sudah pasti tidak terlepas dari faktor atau alasan yang
melatarbelakanginya. Alasan yang dimaksud di sini adalah ‘illat ketetapan tersebut. Dalam
kajiannya para ulama tidak menyinggung dengan tegas apa ‘i/lat dari ketetapan itu, akan tetapi
dari apa yang mereka sampaikan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ‘/lat itu ada, seperti
isyarat al-Syafi'l (w. 204 H) yang mengatakan bahwa eksistensi mahram adalah untuk
mewujudkan rasa aman bagi perempuan.” Begitu juga apa yang diisyaratkan dari pernyataan
Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H) yang tidak menyinggung soal aman atau tidak, tapi hanya
menfokuskan kepada perempuan yang melakukan safar?® Dengan demikian dapat dipahami,
bahwa menurut Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H), safar itu sendirilah yang kelihatannya menjadi
‘illat penetapan hukum. Begitu juga dengan yang diisyaratkan oleh Abu Hanifah (w. 150 H) dan
ibn Hazm (w. 438 H).

Dari gambaran ini, nas (hadis) tentang mahram bagi perempuan musafir tidak
menunjukkan atau tidak disertai dengan penyebutan ‘illamya secara tegas, schingga terbuka
kemungkinan interpretasi untuk menetapkan ‘llat karena sangat terkait dengan aktifitas ibadah
yang dilakukan oleh seorang perempuan.

Berdasarkan kajian-kajian tentang macam-macam 9/lat dan tatacara menemukannya, ada
di antaranya yang manshiishah (disebutkan secara eksplisit di dalam nas) dan ada pula yang

mustanbathah (diusahakan mencarinya dengan pemikiran yang mendalam). Maka ‘illat mahram

= Abi mria Muhyi al-Din al-Nawawi, Al-Majmii' Syarh al-Muhadzdzab, (Kairo:Syirkah al-Azhar,[t.th]), juz
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Syihib al-Din Ahmad ibn Hajar al-Haitam@ Syéfi'i, Hawasy Tuhfah al-Muhtdj bi Syarah al-Minhdj, Qg sir:
Mustafa Muhammad, [tth]), juz ke-4, h. 24; Abd al-Hamid al-Syarwéni, Hawdsy 'Ala Tuhfah Li al-Muhtdj, (Beirut:
Dir al-Thyd" al-Turits al-'Arabi, [t.th]), jilid 2, h. 358
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bagi jamaah haji perempuan ini termasuk kategori mustanbathah karena tidak ditemukan secara
jelas di dalam nas sehingga diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk menemukannya,
dengan pertimbangan harus ada mundsabah (keserasian) antara ‘illat tersebut dengan hikmah
yang hendak dituju.

Berpijak dari kesimpulan-kesimpulan yang telah diambil dari pernyataan-pernyataan
ulama, maka metode }ﬁng paling tepat dalam menentukan ‘illat hukum mahram dalam masalah
ini adalah melalui al-sibr wa al-tagsim, yaitu menghimpun sejumlah sifat yang kira-kira bisa
dijadikan alasan penetapan hukum kemudian membatasi kepada satu sifat yang dianggap lebih
tepat. Sifat yang terakhir inilah nantinya yang dipilih sebagai ‘illat dalam penetapan hukum
tersebut. Di sisi lain sifat yang mundsabah (sesuai dengan tujuan penetapan hukum) perlu juga
diperhatikan karena tidak bisa dikategorikan '‘illat jika tidak mengandung mundsabah. Oleh
karena itu sifat-sifat yang telah dihimpun itu akan dilihat juga sisi-sisi mundsabahnya.

Setelah meneliti dengan seksama ada beberapa sifat yang agaknya melandasi ketetapan
tersebut; pertama, safar (perjalanan) itu sendiri; kedua, kekhawatiran timbulnya fitnah; dan
ketiga, keamanan terhadap perempuan dalam melakukan perjalanan. Penulis akan menganalisis
satu persatu sifat ini sesuai dengan ketentuan penetapan suatu ‘illat.

Pertama adalah safar (perjalanan) itu sendiri. Penentuan safar sebagai ‘illat apabila
dihubungkan dengan persyaratan ‘i/laf yang telah dikemukakan dapat dianalisis sebagai berikut:
1. Dari segi kejelasan (zhdhir) sifat tersebut. Di sini safar kelihatannya sudah merupakan sifat

yang zhdhir (jelas). Hal ini dilihat dari sisi tekstual hadis-hadis tentang mahram bagi
perempuan musafir. Namun tentang safar yang bagaimana dan berapa harikah yang
dikategorikan safar itu? Di sinilah terjadi perbedaan ulama. Akan tetapi dari sekian banyak
hadis tentang mahram bagi perempuan musafir ini ada satu hal yang perlu diketahui, bahwa
perbedaan ukuran jarak dan waktu tempuh perjalanan bukan merupakan pembatasan.
Setidaknya inilah yang dikemukakan oleh al-Nawawi (w. 864 H) ketika memberikan syarah
terhadap kitab Shahth Muslim.*’ Perbedaan itu diakibatkan oleh berbeda-bedanya orang yang
bertanya dan tempat yang akan dituju. Menurut al-Nawawi (w. 864 H), salah satu hadis dari
beberapa hadis tentang ini, secbagaimana yang terdapat dalam kitab Shahih Muslim,

menghilangkan pembatasan tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ibn 'Abbas:*®
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bersabda dalam khutbahnya, “Janganlah seorang perempuan berdua-duaan dengan seorang
laki-laki tanpa didampingi oleh mahramnya dan janganlah melakukan safar tanpa
didampingi oleh mahramnya". (HR Muslim)

Kondisi ini mencakup seluruh bentuk dan jarak perjalanan dan sangat jelas dan nyata
serta dapat dicerna dengan indra manusia. Dengan demikian safar sebagai suatu sifat sudah
memenuhi kriteria pertama persyaratan ‘illat, yaitu washfan zhédhiran (sifat yang jelas).

2. Dari segi dapat tidaknya sifat itu diukur dan berlaku untuk semua orang (washfan
mundhabithan), maka di sini sifat safar sudah pasti dapat diukur dan juga berlaku umum bagi
setiap orang yang melakukan perjalanan.Oleh karena itu kriteria inipun sudah terpenuhi oleh
sifat ini.

3. Dari segi keserasiannya dengan hikmah hukum (washfan mundsiban li al-hukm), maka di sini
kelihatannya menjadikan safar semata-mata sebagai 'illat sangat menyulitkan untuk
merealisir Aikmah suatu hukum. Hal ini akan terasa sekali ketika berhadapan dengan zaman
modern yang sarat dengan berbagai kemajuan transportasi dan mengingat mahalnya biaya
yang dikeluarkan untuk melakukan suatu perjalanan itu. Suatu kondisi yang sulit jika seorang
perempuan harus ditemani oleh mahramnya ke mana saja ia pergi. Seperti scorang pelajar
perempuan yang menuntut ilmu ke luar negeri umpamanya. Selama di dalam perjalanan
sampai sekolahnya selesai (tamat) tentu saja ia harus selalu didampingi oleh mahramnya
karena selama ia tidak berniat menetap di negeri tujuan maka posisinya masih sebagai
musafir. Begitu juga dengan perjalanan bisnis, tour dan sebagainya. Artinya jika ia harus
ditemani oleh mahramnya ke mana saja ia pergi, maka berarti ia harus mengeluarkan dana
minimal untuk dua orang (dia dan mahramnya). Kalau ketentuan hukum ini diberlakukan
secara mutlak maka sama saja dengan menghambat aktifitas seorang perempuan, termasuk
menghambat aktifitas mereka untuk memperoleh pengetahuan ke negeri orang. Mungkin bagi
orang-orang yang punya dana besar (konglomerat), berapa pun biaya tidak akan jadi masalah,
tapi di sisi lain juga akan menyulitkan terutama bagi mahram yang akan menemani
perempuan tersebut. Oleh karena itu memberlakukan safar secara mutlak belum mampu
merealisir hikmah yang hendak direalisir (kemaslahatan). Oleh karena itu dengan ketentuan
mutlak seperti ini maka kemaslahatan yang hendak dicapai dan juga menolak hal-hal yang
menghalangi kemaslahatan itu sulit untuk diwujudkan. Lagi pula ketentuan mahram bagi
perempuan musafir dalam, hadis-hadis Rasulullah SAW bukanlah berkaitan dengan
ketentuan-ketentuan ibadah (ta'abbudi), tapi lebih bersifat hubungan kemasyarakatan yang
dapat dipastikan mempunyai alasan-alasan tersendiri di luar safar. Alasan-alasan khusus
itulah nantinya yang menghasilkan hikmah yang akan direalisir dengan penetapan hukum itu.

Dengan demikian penulis tidak melihat adanya relevansi yang meyakinkan menetapkan safar




secara mutlak dengan hikmah yang hendak dicapai dengan ketetapan hukum ini, dan tentu
saja dalam hubungan ini safar tidak dapat dijadikan ‘illat ketidakbolehan perempuan
melakukan perjalanan sendirian tanpa didampingi oleh mahramnya.

Memperhatikan hal-hal di atas, maka di satu sisi safar memang memenuhi sebagian
syarat-syarat ‘illat akan tetapi di sisi lain sifat safar semata tidak dapat mewujudkan hikmah
hukum. Dalam kajian hukum Islam, hikmah adalah sesuatu yang hendak dituju dengan
penetapan suatu hukum. Jika suatu hikmah yang berupa kemaslahatan dan menolak hal-hal yang
merugikan tidak dapat diwujudkan, maka penetapan hukum seperti itu perlu untuk dikaji ulang.
Hal ini karena muara hukum Islam adalah untuk mewujudkan maslahah dalam kehidupan
duniawi maupun ukhrawi.

Alternatif kedua tentang ‘illat larangan safar bagi perempuan tanpa didampingi oleh
mahram atau suaminya adalah kehawatiran timbulnya fitnah. Fitnah dalam hal ini dapat saja
berbentuk tercemarnya nama baik seorang perempuan, dituduh sebagai perempuan tidak baik
atau suka keluyuran dan sebagainya. Bentuk-bentuk seperti ini bukan saja berdampak buruk
kepada perempuan yang bersangkutan, akan tetapi akan merusak nama baik dan kehormatan
keluarga dan kampung halamannya. Akibat yang lebih parah lagi adalah terganggunya pergaulan
dalam hubungan rumah tangga dan kemasyarakatan.

Dalam hubungan ini dapat dicontohkan dengan fitnah yang melanda ummul mukminin
Aisyah ra (w. 57 H). Kisahnya bermula ketika Aisyah mendapat giliran untuk berangkat bersama
Rasulullah SAW dalam suatu peperangan sebagai kesatuan belakang guna merawat
tentara-tentara yang terluka. Setelah peperangan usai dengan kemenangan di pihak tentara
muslim, pasukan Islam pun bersiap-siap kembali ke Madinah. Sebagai istri Nabi, Aisyah
dipersilahkan masuk ke dalam sekedup. Sebelum sckedup diangkat tiba-tiba Aisyah merasakan
hendak buang hajat. Tatkala kembali ke sekedupnya didapatinya kalung yang biasa terikat
dilehernya hilang. Kembalilah ia ke tempat buang hajat tadi dan memang didapatkannya di sana.
Orang-orang tidak menyangka Aisyah pergi dan mereka telah menutup sekedup tersebut dan
menaikkannya ke punggung unta, Lalu pasukan tersebut mulai berangkat. Tentu saja Aisyah
terkejut ketika ia mendapati dirinya sudah ditinggalkan. Sambil menunggu pasukan itu kembali
menjemputnya, Aisyah tertidur. Pada saat itulah lewat sahabat Nabi, Shafwan ibn al-Mu'athal
al-Salmi. Sudah menjadi kebiasaan Shafwan berjalan di belakang pasukan untuk mengemasi
barang-barang yang terjatuh atau hilang dan dikembalikan kepada pemiliknya. Shafwan sangat
terkejut melihat Aisyah ra. Akhirnya ia menyuruh Aisyah naik ke atas untanya dan ia sendiri
menuntunnya. Peristiwa inilah yang menggemparkan kaum muslimin dan menghadapkan
tuduhan/fitnah yang bermacam-macam kepada Aisyah dan Shafwan. Dalam hal ini orang-orang

munafik lebih banyak ambil bagian untuk mendiskriditkan Aisyah. Akibatnya nama baik Aisyah




tercemar dan bahkan mengganggu hubungannya dengan Rasulullah SAW. Akhirnya Allah SWT
menurunkan wahyu-Nya, sebagaimana terdapat dalam surat al-Nur ayat 11 dan surat Yisuf ayat
18 yang membersihkan nama baik Aisyah serta kecaman terhadap orang-orang yang menuduh
tanpa ada bukti-bukti kongkrit. Peristiwa inilah yang lebih dikenal dengan hadis al-ifk (berita
bohong).?

Kisah di atas memberi pemahaman, bahwa perjalanan perempuan tanpa didampingi oleh
mahram atau suaminya berpotensi untuk menimbulkan fitnah dan mengakibatkan terganggunya
hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Tetapi dapat tidaknya kekhawatiran timbulnya
fitnah dijadikan alternatif ‘illaf ini akan dianalisis dengan menghubungkannya dengan
persyaratan ‘illat.

Apabila dilihat dari segi kejelasan sifat (zhdhir), timbulnya fitnah tidak dapat
dikategorikan sebagai sifat yang nyata dan jelas atau bisa dicermati dengan indra manusia. Hal
ini karena timbulnya fitnah merupakan sifat yang sulit untuk dicermati dan diindrai oleh
manusia. Fitnah terkadang hanya ditunjukkan dengan perubahan sikap seseorang kepada orang
lain, seperti sikap sinis atau menjauhi dari pergaulan. Mengukur dan melihat sikap seseorang
adalah suatu hal yang sulit. Yang dibutuhkan sebagai ‘i//at adalah sifat yang memang jelas, nyata
dan dapat diindrai oleh manusia. Timbulnya fitnah sebagai ‘llat baru menjadi jelas dan nyata
apabila ada pernyataan dan komitmen seluruh masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis,
bahwa seorang perempuan yang melakukan perjalanan tanpa didampingi oleh mahram atau
suaminya adalah perempuan tidak baik, perempuan jalang atau perempuan tunasusila. Akan
tetapi belum ditemukan secara nyata pernyataan-peryataan seperti tersebut di atas. Oleh karena
itu timbulnya fitnah masih merupakan suasana batin yang sulit untuk diidentifikasi oleh indra
manusia. Tentu saja dalam hal ini menetapkannya sebagai ‘illaf tidak dapat memenuhi ketentuan
syarat ‘illat yang pertama, yaitu washfan zhdhiran (sifat yang jelas, nyata dan dapat diindrai oleh
manusia).

Di samping itu timbulnya fitnah apabila dihubungkan dengan perjalanan perempuan
tanpa didampingi mahram atau suaminya tidak dapat diukur secara pasti dan tidak berlaku untuk
semua orang (washfan mundhabithan). Hal ini disebabkan karena berbedanya kondisi dan situasi
perjalanan perempuan itu. Memang ada perempuan yang tercemar nama baiknya dengan
beragam konsekwensi dengan melakukan perjalanan tersebut, tapi tidak sedikit pula perempuan
yang tidak mendapatkan fitnah apa-apa dengan perjalanan yang ia lakukan sendirian. Dengan
kata lain, timbulnya fitnah mungkin saja dialami oleh sebagian perempuan dan sebagian kondisi,

seperti kisah Aisyah di atas, akan tetapi tidak dialami oleh sebagian perempuan dan kondisi yang
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lain. Misalnya ketika Aisyah pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah sepeninggal Rasulullah
SAW tanpa didampingi oleh mahramnya tidak menimbulkan fitnah apa-apa. Dalam rentangan
sejarah pun kurang didapati data-data lain yang dapat menimbulkan dugaan kuat bahwa
timbulnya fitnah akan dialami oleh perempuan yang melakukan perjalanan tanpa mahram atau
suaminya. Barangkali inilah sebabnya ulama-ulama figh klasik dan kontemporer tidak
menyinggung-nyinggung dalam pembahasannya ketika berbicara penyebab larangan perempuan
safar sendirian. Di samping itu juga tidak ditemukan hadis-hadis Rasulullah SAW yang
mengarah kepada kekhawatiran timbulnya fitnah jika perempuan safar sendirian.

Menurut penulis, tidak disebutnya kekhawatiran timbulnya fitnah sebagai sifat yang
mendorong penetapan hukum karena timbulnya fitnah lebih mengacu kepada suasana batin atau
perasaan yang tidak terkait langsupg dengan fisik dan indra manusia, sedangkan kajian ulama
figh pada umumnya lebih terfokus kepada hal-hal yang bersifat jelas, nyata dan terkait langsung
dengan indra atau fisik manusia. Itulah sebabnya penetapan hukum untuk suatu kasus lebih
dititikberatkan kepada sesuatu yang zhdhir (dapat diindrai) dan bukan kepada sesuatu yang
merupakan suasana batin (kondisi psikologis). Seperti sikap sukarela dalam jual beli yang tidak
bisa diamati karena merupakan suasana batin (psikologis). Untuk merealisasikan adanya sikap
sukarela tersebut ditetapkanlah berlakunya ijab dan gabul karena dengan itulah kerelaan
sescorang itu dapat diamati dan diindrai. Berdasarkan hal itu maka kekhawatiran timbulnya
fitnah tidak merupakan sifat yang mundhabith, karenanya ia tidak dapat memenuhi syarat ‘illat
yang kedua ini.

Walaupun kedua syarat di atas tidak dapat dipenuhi, namun sifat tersebut terlihat
mempunyai relevansi dengan dengan maslahah yang hendak diwujudkan, yaitu terpeliharanya
perempuan dari fitnah-fitnah yang mungkin saja timbul akibat perjalanan yang ia lakukan tanpa
mahram atau suaminya (washfan mundsiban). Jika sifat tersebut dijadikan sebagai alasan
penetapan hukum maka satu sisi dari kemaslahatan sudah dapat diwujudkan. Akan tetapi perlu
dikemukakan bahwa kekhawatiran timbulnya fitnah kurang didukung oleh garenah-qarenah,
baik dari segi kultur sosial pada waktu itu (saat hadis disampaikan) maupun penjelasan
Rasulullah SAW yang mengacu ke arah itu. Qarenah yang ada cuma kisah Aisyah di atas.
Memang Aisyah ra diisukan berbuat negatif dengan Shafwan, tapi bukankah Allah SWT telah
membersihkan  namanya  disertai dengan  kecaman terhﬁlp orang-orang  yang
mendiskriditkannya. Di samping itu Allah SWT juga nﬁgecam orang-orang yang menuduh
perempuan baik-baik melakukan perbuatan mesum (zina) tanpa menghadirkan empat orang saksi
laki-laki yang betul-betul menyaksikan terjadinya peristiwa itu dengan mata kepala mereka
sendiri (QS. Al- Nur: 4). Berhubung fitnah sering timbul karena adanya berita dari orang lain,

maka Allah SWT pun memperingatkan untuk tidak mempercayai berita itu begitu saja tanpa




menyelidiki kebenarannya (QS. Al-Hujurat: 6). Satu hal yang dapat dipahami dalam hal ini
adalah bahwa tidak mudah untuk melancarkan fitnah kepada seseorang kecuali ada bukti-bukti
dan saksi langsung dari peristiwa itu. Hal ini juga larangan kepada orang-orang mukmin untuk
mencemarkan nama baik orang lain karena akan berakibat buruk pada diri maupun keluarganya.
Bahkan dalam kaitan ini pun banyak ditemukan larangan-larangan menyingkap aib orang lain
disertai dengan ancaman-ancaman bagi orang yang melakukannya.

Dengan demikian kekhawatiran timbulnya fitnah walaupun dapat mewujudkan
kemaslahatan akan tetapi kurang dapat diduga kuat sebagai suatu sifat yang mendorong
penetapan hukum. Tentu saja alternatif sifat ini tidak dapat ditetapkan sebagai '‘illaf larangan
perempuan melakukan perjalanan haji sendirian tanpa didampingi oleh mahram atau suaminya.
Kondisi ini akan lebih terasa lagi jika dikaitkan dengan perjalanan perempuan zaman moderen
ini yang jarang bahkan tidak mendapatkan fitnah apa-apa ketika melakukan perjalanannya.

Ketiga adalah keamanan terhadap perempuan dalam perjalanan.’’ Dijadikannya
keamanan sebagai alternatif ‘illat karena ada beberapa kemungkinan qarinah (tanda) yang
mengindikasikan untuk itu. Di antara kemungkinan qarinah itu adalah kondisi geografis dan
sisa-sisa jahiliyah yang masih ada pada waktu hadis-hadis tersebut diucapkan. Sebagaimana
diketahui bahwa Jazirah Arabia sebagian besar terdiri dari gurun pasir tandus lagi gersang dan
banyaknya tempat-tempat sunyi dari manusia schingga jangankan perempuan, seorang laki-laki
pun sangat dikhawatirkan melakukan perjalanan sendirian dalam kondisi seperti itu. Sementara
itu jika dilihat suasana daﬁrilaku masyarakat jahiliyah sudah tidak asing lagi bahwa pada masa
jahiliyah itu perempuan adalah obyek penipuan dan kekejaman laki-laki. Haknya dirampas,
hartanya dikuasai, diharamkan mewarisi dan setelah dicerai atau kematian suami mereka pun
dicampakkan, tak boleh kawin dengan lelaki yang disenangi, tetapi diwarisi bagaikan harta
benda atau binatang kendaraan.*' Di sisi lain bersumber dari sistem kehidupan pengembara,
bangsa Arab memiliki temperamen suka berperang dan mengadakan penyerbuan. Demikian kuat
temperamen itu sehingga berperang sudah menjadi semacam hiburan dan keisengan. Mereka
memandang enteng peperangan dan pertumpahan darah sehingga peristiwa kecil saja bisa
membangkitkan perang besar. Menurut Abu al-Hasan Ali al-Nadwi seluruh Jazirah itu diliputi
ketegangan yang tak henti-hentinya. Orang-orang tidak tahu kapan ia dirampok atau dibunuh.
Seseorang bisa diculik dari rombongan kafilahnya di tengah perjalanan.”? Hal-hal yang

disebutkan di atas, walaupun merupakan kondisi umum zaman jahiliyah, tentu saja belum lenyap
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sama sekali ketika Nabi SAW menyiarkan dakwah Islam. Adanya ketidaknyamanan dalam
melakukan perjalanan tentu juga dipicu oleh ketegangan yang terus-menerus terjadi antara umat
Islam dengan kafir Quresys Mekah, Yahudi Madinah dan musuh-musuh Islam lainnya,
khususnya setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ditambah lagi dengan alat transportasi pada
waktu itu yang sangat sederhana, yaitu unta, kuda atau keledai. Bahkan tidak jarang perjalanan
itu dilakukan dengan berjalan kaki. Oleh karena itu wajar kalau ada kekhawatiran terjadinya
bahaya yang akan dialami oleh perempuan yang melakukan perjalanan sendirian, sehingga
Rasulullah SAW melarang perempuan berpergian sendirian tanpa ad hram atau suaminya.
Hal lain yang dapat dijadikan qarinah untuk sifat keamanan ini adalah hadis Rasulullah

SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhéri dari Adi ibn Hatim:
Oyt 25 @ G 85 Ll G Gls G EIB 00 b o ) Uy JU U Gl o ks o
33 (ka3 e (gylsdl g olyy) LD Viast S g aaly

"Dari Adi bin Hatim berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, “Jika umurmu panjang engkau
akan menyaksikan nanti seorang perempuan dengan berkendaraan kuda pergi dari Hirah (lrak)
untuk thawaf (menunaikan ibadah haji) di Ka'bah (Makkah) dengan perasaan tidak takut
kepada siapapun kecuali kepada Allah”. (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa perempuan tersebut tidak takut walaupun tidak
ditemani oleh siapapupun.* Hadis ini menurut ibn Hazm (w. 438 H), sebagaimana informasi
Ysuf al-Qaradhdwi,’> bukan merupakan pengingkaran terhadap ketentuan-ketentuan safar bagi
perempuan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, akan tetapi mencerminkan kecermelangan Islam
dan keamanan wilayahnya pada masa yang akan datang, sehingga tidak ada lagi gangguan
keamanan yang dikhawatirkan akan dialami oleh perempuan. Oleh karena itu faktor keamanan
nampaknya lebih ditonjolkan oleh Yasuf al-Qaradhawi dalam isyarat yang ditemukan dari hadis
di atas. Maksudnya dengan pernyataan tersebut Rasulullah SAW sudah dapat membayangkan
suasana yang terjadi setelah beliau pergi (wafat), dan lebih jauh lagi hadis tersebut

mengisyaratkan bahwa kemananlah sebenarnya yang melandasi ketetapan hukum tersebut.

Berdasarkan hal itu apabila pendapat Yisuf al-Qaradhdwi ini dianalisis dengan
pengkajian terhadap syarat-syarat ‘illat yang sedﬁ'hana, maka keamanan sebagai suatu sifat,
walaupun tidak dapat memenuhi satu syarat, yaitu sifat yang jelas (washfan zhdhiran) yang dapat
dicermati oleh indra manusia, namun menurut Yasuf al-Qaradhdwi dapat diduga kuat sebagai
‘illat yang memotivasi penetapan hukum. Dugaan ini tentu saja dapat disimpulkan dari sosio--

kultural jahiliyah yang masih tersisa sedikit banyaknya ditambah lagi dengan ketegangan yang

B Al-Bukhiri, al-Jami' al-Musnad al-Shahih..., jilid 4, h. 197
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Sunnah al-Nabawiyah, (Kairo: Dar al-Syuriiq, 2002), cet. 2, h. 149




terus-menerus terjadi antara umat Islam dengan kafir Mekah, Yahudi, dan musuh-musuh Islam
lainnya pada waktu itu serta geografis Jazirah Arab yang kurang bersahabat untuk melakukan
perjalanan sendirian, dan juga adanya isyarat hadis yang disebutkan terakhir tadi. Tetapi
pandangan ini tentu saja harus dianalisis secara utuh dengan melihat persyaratan ‘il/af lainnya.

Syarat selanjutnya adalah washfan mundhabithan (sifat yang relatif dapat diukur).
Artinya sifat tersebut dapat dipastikan keberadaannya dan berlaku umum untuk semua orang.
Keamanan sebagai ‘illat larangan perempuan melakukan safar sendirian walaupun didapatkan
secara zhanni tapi dapat diduga kuat keberadaannya (walaupun tidak mundhabith). Hal ini
didukung oleh kondisi intern perempuan yang merupakan makhluk yang lemah untuk
mempertahankan diri dalam menghadapi bahaya. Walaupun ada perempuan yang kuat, mampu
menjaga diri sendiri, bahkan bisa melebihi laki-laki, namun hal itu hanya pada
perempuan-perempuan tertentu saja. Akan tetapi secara umum perempuan adalah makhluk yang
lemah dan membutuhkan bantuan dan perlindungan dari orang lain.

Selain dari itu, kondisi Arab, baik dari segi geografis maupun dari segi masyarakatnya
yang masih menyisakan peradaban-peradaban dan tradisi-tradisi jahiliyah masih sangat
mengkhawatirkan untuk melepas kepergian seorang perempuan melakukan perjalanan sendirian.
Faktor keamanan perempuan itulah yang merupakan sifat yang dapat menimbulkan dugaan kuat
(mazhinnah) telah mendorong Rasulullah SAW mengeluarkan ketentuan keharusan perempuan
ditemani oleh mahramnya di dalam melakukan perjalanan. Di lihat dari segi ini maka keamanan
bagi @rﬁ:mpuan memang tidak bisa diukur dan berlaku umum. Maksudnya kondisi perjalanan
oleh masing-masing perempuan tenfu saja berbeda satu sama lain. Oleh karena itu jika diikuti
persyaratan ‘illat yang telah dikemukakan sebelumnya, maka sifat mundhabith (pasti) tidak
teraplikasi dalam sifat keamanan ini. Penemuan ‘illat keamanan scbagai alasan sosial yang
mendasari lahirnya sebuah hukﬁ juga dikemukakan oleh Atho Mudzhar, sebagaimana dikutip
oleh Maulidi. Menurut Atho, hukum [termasuk hukum [slam] adalah bagian dari budaya dan
gejala sosial, sehingga tidak cukup pemahaman hukum dengan semata pemahaman tekstual,
tetapi harus dipadukan dengan pemahaman kontekstual dengan mempertimbangkan budaya dan
aspek sosial yang berkembang di masyarakat. Sebab bagaimanapun hukum dan masyarakat
mempunyai hubungan timbal balik.** Model bepikir sem&am ini agaknya sama dengan konsep
hermeneutik yang digagas oleh Fazlur Rahman, yaitu dengan mengkaji situasi dan problem

1,3?

historis di mana pernyataan itu muncul,’’yang pada akhirnya menemukan alasan historis di balik

lahirnya sebuah ketentuan. Dengan demikian keamanan sebagai alasan hukum mempunyai

* Maulidi, “Paradigma Progresif dan Magqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif™, Asy-
Syir'ah Jurnal llmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 49, No. 2, Desember 2015, h. 257

7 Ahmad Fawaid, “Reinterpretasi Hadis Tentang Mahram (Pendekatan Hermeneutika)”, Jurnal Nur El-Islami,
Vol. 3, No. 1, April 2016, h. 178




hubungan yang jelas dengan materi hukum yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apalagi pada saat
itu, menurut ibn Hazm, konteksnya berhubungan dengan suasana peperangan. Hal ini dibuktikan
dengan informasi hadis bahwa salah seorang sahabat mengadu kepada Nabi bahwa ia sedang
ditugaskan untuk berbagai medan peperangan, tetapi istrinya ingin melaksanakan ibadah haji.*®
Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa suasana perang sangat berhubungan dengan tidak amannya
jalan yang akan ditempuh.

Persyaratan lain yang tidak kalah pentingnya dari kedua syarat di atas adalah adanya
keserasian antara ‘illat tersebut dengan hikmah yang hendak dicapai oleh ketetapan hukum itu
(mundsib li al-hukm). Menetapkan keamanan sebagai ‘illat kalau dilihat secara kontekstual
mempunyai alasan yang dapat dibenarkan karena larangan tersebut tentunya untuk menjaga dan
melindungi perempuan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya larangan tersebut
maka perempuan tidak diperkenankan melakukan perjalanan sendirian. Apabila hal itu masih
dilakukan juga maka sangat dikhawatirkan akan terjadi bahaya yang akan menimpa dirinya.
Menghilangkan bahaya (mafsadah) merupakan hikmah yang hendak dicapai oleh suatu ketetapan
hukum sekaligus juga akan dapat mewujudkan kemaslahatan. Agaknya faktor keamanan inilah
sebenarnya yang telah memotivasi Rasulullah SAW melarang perempuan melakukan perjalanan
sendirian. Dengan demikian mundsib sebagai salah satu syarat ‘illat terakumulasi dengan sifat

Memperhatikan analisis terhadap ‘illat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor

ini.

keamanan merupakan alasan logis yang memotivasi penetapan hukum larangan perempuan
melakukan safar sendirian. Tentu saja dalam hal ini faktor keamanan, sebagaimana telah
disinggung di atas, bukan merupakan sifat yang dapat dipastikan secara mutlak karena tidak
semua perempuan yang melakukan perjalanan sendirian akan mengalami bahaya yang
mengancam diri, harta dan kehormatannya. Akan tetapi walaupun demikian dengan terwujudnya
keamanan di dalam perjalanan dapat menimbulkan dugaan kuat telah memotivasi penetapan
hukum tersebut.

Dalam konteks inilah sebagian wulama wushul figh telah membicarakan
kemungkinan-kemungkinan dijadikannya hikmah sebagai ‘illat hukum. Ibn Taimiyah (w.728 H)
tidak mensyaratkan adanya sifat yang mundhabith (relatif dapat diukur) pada ‘illat, tetapi lebih
menitikberatkan pada keserasian antara penetapan suatu hukum dengan hikmah yang hendak
dicapai (al-washf al-mundsib), dan hikmah itulah yang memotivasi penetapan hukum tersebut.*
Begitu juga dengan al-Syithibi (w. 90 H) yang mengartikan ‘illat dengan
kemaslahatan-kemaslahatan yang hendak diwujudkan dan penolakan-penolakan terhadap
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mafsadah. Konsep ‘illat al-Syithibi (w.790 H) ini erat sekali kaitannya dengan méqdﬁid al-

syari’ah yang dipopulerkannya sehingga dengan pemahaman ‘illat yang seperti itwkan mampu
membentuk suatu mekanisme hukum Islam yang dinamis karena ‘llat itu secara umum
merupakan mdgdshid al-syari’ah itu sendiri.'® Oleh karena itulah al-Syéthibi (w.790 H)
memberikan pengertian ‘illat berbeda dengan sebagian besar ulama ushul lainnya. “7ilar dalam
pemahaman ulama lainnya, bagi al-Syathibi (w.790 H) adalah al-sabab. Sedangkan hikmah
dalam pemahaman jumhur, bagi al-Syathibi (w.790 H) adalah ‘illat itu sendiri.*' Oleh karena itu
jika dihubungkan dengan contoh lainnya, seperti kebolehan gqashar shalat bagi musafir maka
safar yang dinyatakan oleh jumhur ulama sebagai ‘illamya, bagi al-Syithibi (w. 790 H) hal itu
tak lain adalah al-sabab. Sedangkan masyaqqah yang merupakan hikmah dalam pandangan
jumhur ulama maka bagi al-Syéthibi (w.790 H) masyaqqah itu adalah ‘illat yang memotivasi
penetapan hukum itu sendiri. Lebib jauh ia mengatakan bahwa mundhabith (dapat diukur) atau
tidaknyésifat itu, jika ia mampu merealisir tujuan hukum, maka itulah ‘illatnya.*?

Al-Sa'diy dalam kitabnya Mabdhits al-'lllah fi al-Qiyds 'inda al-Ushiiliyyin, mengakui
bahwa hikmah memang merupakan sifat yang tersembunyi dan kurang dapat dipastikan
keberadaannya sehingga menyebabkan berbedanya ulama dalam memposisikannya sebagai
alasan penetapan hukum ( ‘illat). Akan tetapi menurutnya suatu sifat yang menimbulkan dugaan
kuat terhadap eksistensi sifat itu (mazhinnah) sudah dapat dikatakan ‘iflat, seperti mazhinnah
(sesuatu yang menimbulkan dugaan kuat) adanya masyaggah di dalam melakukan perjalanan
adalah ‘illat yang memotivasi hukum gqashar shalat.*’ Bahkan al-Baidhawi dalam hal ini
membolehkan ber illat dengan hikmah ara mutlak karena hikmah adalah sifat yang
mundsabah (sesuai dengan tujuan hukum). Jika tidak boleh ber ‘illat dengan hikmah berarti juga
tidak diperkenankan ber‘il/lat dengan sifat yang mundsabah. Oleh karena itu senada dengan
ulama di atas, menurutnya [dalam kasus kebolehan qashar bagi musafir] kebolehan tersebut
bukan karena masyagqgah semata-mata, tetapi karena adanya safar.*

Dari pernyataan-pernyataan ulama di atas berikut dengan contoh yang mereka
kemukakan dapat disimpulkan bahwa ber‘illat dengan hikmah itu boleh saja dengan syarat
adanya mazhinnah (suatu sifat yang menimbulkan dugaan kuat) bahwa sifat itu mampu
mewujudkan tujuan hukum (mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan).

Akan tetapi sebelum melihat Aikmah itu harus pula dilihat faktor utama penetapan hukum itu.
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Maka dalam contoh di atas, safar adalah faktor utama (dalam pemahaman jumhur safar itulah
yang mazhinnah) dan hal ini harus terwujud terlebih dahulu sebelum melihat masyagqahnya.
Artinya masyaggah semata-mata tanpa ada safar tidak dapat dijadikan alasan penetapan hukum
kebolehan qashar shalat, sama artinya dengan keamanan semata-mata tanpa ada safar juga tidak
dapat dijadikan alasan penetapan hukum.

Mengamati jalan pemikiran seperti ini penulis melihat adanya pertemuan pendapat antara
kelompok yang membolehkan ber‘illat dengan hikmah ini dengan kelompok yang
menentangnya. Setidaknya persesuaian itu terlihat di dalam menjadikan faktor utama (safar)
sebagai sesuatu yang harus ada terlebih dahulu sebelum melihat faktor masyagqgahnya. Hal ini
sejalan dengan pemikiran Jasser Auda, tokoh &ﬂ(um Islam Kontemporer, yang mengatakan
bahwa hikmah merupakan alasan yang bersifat sekunder, sedangkan %/lat adalah kemaslahatan
yang dituju oleh pembuat syariat atau merupakan dugaan kuat yang ditemukan oleh mujtahid
sebagai tujuan utama sebuah hukum.*

Apabila dihubungkan dengan eksistensi mahram bagi jamaah haji perempuan, yang mana
keamanan terhadap perempuan, maka langkah berikutnya adalah menentukan dan
mempertanyakan lagi terhadap ‘illat tersebut; apakah ‘llat itu masih berlaku atau masih ada
sekarang sehingga hukum masih tetap seperti sediakala, atau sudah sepantasnya ada perubahan
hukum karena mungkin saja ‘illat yang mendasarinya sudah tidak ada lagi (berubah)
sebagaimana kaedah ushul mengatakan: "Hukum itu berﬁmr (berubah) sesuai dengan ‘illat,
baik dalam mewujudkan maupun dalam meniadakannya”. Namun satu hal yang perlu ditegaskan
adalah bahwa kaedah ini bukan dimaksudkan untuk kasus asal tapi untuk kasus furu' yang akan
dicarikan hukumnya. Hal ini sesuai dengan penegasan dari Muh. Nasiruddin, bahwa
pengembangan hukum melalui metode ta’lil al-ahkdm bukan dimaksudkan untuk mengabaikan
nas, tetapi untuk menjaga keberlangsungan dan kelanggengan teks-teks Islam *°

Sekarang adalah zaman modern yang sudah pasti berbeda dengan zaman Rasulullah
SAW. Kajian terhadap ada atau tidaknya ‘illat hukum yang mendasari hukum perlu dilakukan
secara cermat. Suatu hal yang harus dipegang adalah bahwa hukum tidak pernah berubah dari
sediakala, hanya saja apakah pantas diterapkan atau tidak maka di sinilah fungsinya ijtihad
tathbigi (mengkaji pantas atau tidak pantasnya suatu hukum diterapkan dan bagaimana cara
penerapannya), sehingga pada akhirnya dapat merealisir tujuan hukum Islam untuk mewujudkan
kemaslahatan. Untuk menghubungkan dua kondisi (kondisi pada waktu nas diucapkan dengan
kondisi sekarang) dilakukan juga dengan pendekatan kajian terhadap ‘illat tasyri'i (‘illat yang

memotivasi pembentukan hukum) dengan menghubungkannya dengan konteks yang dihadapi
4 Muh. Nasiruddin, “Ta’lil al-Ahkam dan Pembaruan Ushul Figh”, Jurnal Ahkam, Vol. XV, No. 1, Januari
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sekarang.

Sebagaimana yang telah disaksikan, kemajuan dalam dunia transportasi/perhubungan
membuat seseorang yang akan melakukan perjalanan jauh tidak perlu lagi berjalan kaki, naik
unta, kuda, keledai dan sebagainya. Kalau pada masa Rasulullah SAW untuk melakukan
perjalanan jauh harus melewati tempat-tempat sepi, melalui padang pasir yang tandus ditambah
lagi dengan banyaknya perkemahan-perkemahan penjahat dan penyamun, maka untulﬁaman
sekarang hal itu tidak begitu ditemukan. Manusia berpergian sudah mempergunakan pesawat
terbang, mobil, kereta api, kapal laut dan sebagainya. Dari masing-masing kendaraan tersebut
membawa atau mengangkut penumpang puluhan bahkan ratusan orang, dengan sendirinya
kekhawatiran berpergian sendirian dirasakan tidak ada lagi. Justru itu fatwa ulama yang
membolehkan perempuan melakukan perjalalan haji sendirian dengan alasan ‘il/lamya tidak ada
lagi dalam perjalanan itu sendiri, agaknya di satu sisi dapat diterima. Tetapi di sisi lain,
kesimpulan tersebut tentu saja akan mengabaikan nas secara tekstual, dan hal ini masih perlu
dikritisi.

Kalau melihat situasi di atas kendaraan, seperti pesawat terbang, maka memang betul
bahaya yang mungkin akan menimpa seorang perempuan tidak perlu dikhawatirkan lagi. Akan
tetapi permasalahannya akan lain kalau sudah turun dari kendaraan, apakah ketika kendaraan
berhenti sebentar atau ketika sudah sampai diperhentian terakhir (terminal, pelabuhan atau
bandara). Tentu saja dari perhentian terakhir ini para musafir tersebut akan berpencar sesuai
dengan tujuan masing-masing. Di sinilah mungkin bahaya yang dikhawatirkan akan menimpa
perempuan bisa saja terjadi dan mungkin saja tidak terjadi sesuai dengan kondisi masing-masing
daerah.

Informasi yang berkembang seclama ini [berdasarkan data-data yang diperoleh dari
sebagian jemaah haji Indonesia) masih banyaknya bahaya, penculikan bahkan pemerkosaan dan
sebagainya yang dialami oleh jemaah haji perempuan di Saudi Arabia. Hal ini menunjukkan
bahwa untuk daerah ini kekhawatiran itu masih tetap ada. Konsekwensinya hukum masih tetap
diberlakukan seperti semula, yaitu wajibnya seorang perempuan didampingi oleh mahragnya.
Namun karena tidak semua jemaah haji perempuan mempunyai mahram, maka pendapat Imam
al Syafi’i (w.204 H) dan Imam Mailik (w.179 H) perlu dipertimbangkan karena mereka
membolehkan beberapa orang perempuan untuk menjadi mahram dalam melaksanaan ibadah
haji. Hal ini disebabkan oleh karena ibadah haji merupakan suatu kewajiban dan sarana jihad
untuk perempuan. Di satu sisi keberadaan beberapa orang perempuan sebagai mahram dapat
mewujudkan keamanan bagi sesamanya, sedangkan di sisi lain kewajiban haji dapat terlaksana.
Oleh karena itu pendapat ini telah mencarikan alternatif terbaik dalam mengamalkan dua

ketentuan yang berlawanan (ta’drudh), yaitu kewajiban haji di satu pihak dan larangan




melakukan perjalanan tanpa adanya mahram yang akan menjaga dan melindungi di pihak lain.
Konsep pemeliharaan dan perlindungan ini dibolehkan dengan tidak melanggar ketentuan lain,
jadi bisa saja pemeliharaan itu dilakukan oleh perempuan, yaitu dengan cara bersama-sama atau
berkelompok sehingga mereka dimungkinkan terhindar dari bahaya.

Dari pembahasan di atas, ternyata makna mahram dalam dalam pendapat Imém Milik
dan Imam al-Syafi’i tidak hanya terbatas kepada laki-laki yang haram dinikahi, tetapi juga
kepada sesama perempuan. Hal ini pada dasarnya tidak berlebihan karena mahram
diterjemahkan dengan orang yang haram dinikahi, dan perempuan dengan perempuan adalah
orang yang haram menikah. Hal ini diperkuat dengan qarinah lainnya ketika Nabi SAW
melarang seorang laki-laki berkhawat dengan dengan seorang perempuan, apabila mereka
merupakan pribadi-pribadi yang menurut ketentuannya dibolehkan menikah. Sebaliknya Nabi
tidak pernah mel khlawat bagi orang-orang yang terhalang menikah satu sama lainnya.
Dengan demikian pendapat Imdam Malik_dan Iméam al-Syafi’i telah mengembangkan makna
mahram secara luas terhadap siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, yang masing-masing
tidak boleh menikah.

Pembahasan yang telah dikemukakan menunjukkan masih perlunya seorang perempuan
diteman'&leh mahramnya dalam melakukan perjalanan haji, walaupun dari kalangan perempuan
sendiri untuk saling menjaga satu sama lain. Hal ini untuk merecalisir dan memastikan
terwujudnya keamanan bagi mereka. Tentunya dengan kesimpulan ini tidak ada halangan lagi
bagi seorang perempuan untuk melaksanakan ibadah haji mereka sekaligus jihad mereka.
Kesimpulan ini diambil tentu saja dari penelaahan terhadap eksistensi ‘illar hukum dan
hubungannya dengan hikmah yang hendak dicapai oleh hukum dan juga pengembangan makna
mahram yang sudah dikemukakan oleh ulama. Selain itu&l ini juga berpijak pada pemahaman
terhadap tujuan-tujuan hukum Islam yang akan memelihara agama, jiwa manusia,
kehormatan/keturunan, akal dan harta benda. Dengan demikian mencari ‘ilfat hukum dalam
hadis-hadis Nabi SAW tentang mahram bagi perempuan musafir bukan berarti menyia-nyiakan
nas, akan tetapi lebih memahami jiwa dan semangat yang terkandung di dalamnya untuk
menerapkannya pada saat ini. Setidaknya ketentuan nas secara tckstual tidak diabaikan, tetapi

dipalingkan (ta’wil) kepada makna yang tidak terlalu jauh melenceng dari ketentuan tekstualnya.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian ‘il/lat tentang mahram dan tujuan pengkajian ‘iflat itu sendiri, maka
tidak semestinya kajian ‘illat menghilangkan ketetuan nas secara tekstual. Metodologi penemuan

hukum sudah seharusnya didedikasikan untuk memperkuat pernyataan-pernyataan yang telah




disampaikan oleh Nabi SAW dan mencoba menyesuaikan dan mengembangkan maknanya agar
bisa diterapkan pada saat ini. Dengan melakukan kajian ‘illat, maka pada prinsipnya faktor
keamanan merupakan mazhinnah (diduga secara kuat) telah memotivasi keluarnya aturan
perjalanan seorang perempuan yang harus didampingi oleh mahram atau suaminya. Walaupun
demikian, memberlakukan faktor keamanan secara mutlak akan berpotensi menyia-nyiakan nas
ketika alasan itu tidak ditemukan lagi. Oleh karena itu penemuan ‘illaf tersebut juga mesti
didukung oleh pengembangan makna mahram secara luas, yaitu orang yang haram saling
menikah, baik antara seorang laki-laki dan perempuan maupun sesama perempuan. Oleh karena
itu sesama perempuan juga menjadi mahram bagi perempuan lainnya. Hal ini tentunya
merupakan solusi bagi seorang perempuan untuk melaksanakan ibadah haji. Satu sisi ‘illat
hukum sudah dapat direalisasikan tanpa mengabaikan nas, dan di sisi lainnya pengembangan

makna mahram juga tidak melenceng dari arti kata mahram itu sendiri.
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